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PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN

Menimbang :

Mengingat

BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa tata cara pengadaan barang/jasa di desa telah diatur

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018;

. bahwa Dberdasarkan hasil evaluasi agar pelaksanaan

pengadaan barang/jasa didesa dapat lebih optimal, perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);



Menetapkan

7.

10.

Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015
tentang Taata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 39
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1) TPK dibentuk oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala

desa.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang
terdiri dari unsur :
a. perangkat desa dan/atau Staf Perangkat Desa;

b. lembaga kemasyarakatan desa; dan

c. tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa.



(3) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(4) Susunan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penanggungjawab;
b. Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

(5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang
berlokasi di padukuhan melibatkan Dukuh.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 58.



